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       Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu 
kreasi Desain Industri dapat dikatakan memiliki unsur kebaruan, dan urgensi 
kepastian unsur kebaruan terhadap suatu kreasi desain industri bagi dunia usaha 
di Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang 
bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dari penelitian 
ini diperoleh dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain 
Industri dan Kesepakatan Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPs) dan data sekunder yang diperoleh atau didapat dari 
hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet. 
Berdasarkan penelitian kreasi desain industri yang memenuhi kebaruan 
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ialah 
desain yang baru dan berbeda secara signifikan dengan desain pembanding 
(prior art). Beberapa hal yang menjadi tolok ukur suatu kreasi desain industri 
berbeda dengan desain pembanding yaitu waktu dan kreasi. Waktu ialah 
kaitannya dengan sistem pendaftaran first to file dan jangka waktu pendaftaran 
sedangkan kreasi kaitannya dengan tampilan visual desain yang didaftarkan 
memiliki kesamaan dengan desain pembanding atau tidak. Mengenai urgensi 
kepastian hukum unsur kebaruan dalam kaitannya dengan daya saing ialah 
mampu mendorong semakin tingginya minat masyarakat untuk menghasilkan 
kreasi desain. Dengan meningkatnya kreasi desain, maka muncul produk-
produk berkualitas yang mampu mengangkat daya saing bangsa di level 
internasional. 
 













Abed Algary. E0013005. JURIDICAL ANALYSIS OF NOVELTY ON 
OBTAINING  INDUSTRIAL DESIGN RIGHTS BASED ON ACT 
NUMBER 31 OF THE YEAR 2000 ON INDUSTRIAL DESIGN. Legal 
Research (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
 
This legal research aims to find out how a creative design industry can 
be said to have an element of novelty, the novelty element of certainty and 
urgency novelty to a creative industrial design for the world of business in 
Indonesia. This research includes the kind of normative legal research which 
are prescriptive. The type of the data being used is the primary data of the study 
was obtained from Undang Act No. 31 of the year 2000 On industrial design 
and agreement Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property 
Rights (TRIPs) and secondary data obtained or derived from the results of 
research, textbooks, scientific journals, and internet news. 
Based on the research of  industrial design creation that meets 
the novelty in Act No. 31 of the year 2000 about the design Industry is a new 
and different design significantly with a design checklist (prior art). Some of the 
things that became a benchmark of different industrial design with the creatives 
design checklist, among others, time and creation. Question time is when the 
filling date of the receipt the industrial design is not yet there because of the 
first to files system. While the creation is when the design the registered design 
are not the same design visually. About the urgency of novelty legal certainty in 
relation to the competitiveness of the nation is able to encourage the increasing 
interest of the community to produce qualified products that can lift the 
competitiveness of the nation at the international level. 
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